PEMIRINTAH ROTLMLDYL Dabial TIHGRLT 1T
MOJOKERTO

PERATURAN DulRGH KOTWMADYA DAIRLH TINGE.T IT MOJOESRTO
NOMOR 12 TLRIN 1982

TENTWNG

PAJAK ATAS BaRAGC/BAWCUNAN YARG BERADA DILT.E J.Lidl,
LAP.HGLY Y.5G DIKUAS.I/DIMILIXI OLEH
PEMERINT.H KOT.JL.DYi D.ERAH TINGKAT TT MOJOKERO

DENGaS RJULT TUHLH  YalG Mada Eb.

WaLIKOT MV Kilelo DuBRAH TINGELT IT  MOJORIRTO

MENIMBANG ¢ 1. Bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor
9 tahun 1961 tanggal 27 Lpril 1961 {entang me -
nungut pajak atas barang -barvang yans berada di
atas jolan~jalan umun dan lapangan-lapéngon yang
dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota
nraja Mojokertc yang telah diubah / ditombah -
sampai 4 (empat) kali terakhir dengan Ierafuran
haerah Kotamsdya Daerah Tingkat I1 Mojokerto
Nomer 7 tohun 1977 tanggel 25 Jonucri 1977 ada
lah sudah tidak sesuail lagi dengan perkembangan
kezdcan dewssa ini, maka dipandang perlu untuk

dicdaken perubahan

2. Bohwa Derdasarkan Surat Edaran CGubernuvr Kepala
Daerah Tingket I Jowa Timur tangeal 9 Desember
1978 Nomor : Hk. 023.14/2924/78 sustu Peraturan
Daersh Tuduk hanys dapat diubah/ditombah paling
banyzk 4 (empat) kali,maka dipandcng perlu meng
adakun perubahan gecara menyeluruh terhzdep FPer
aturan Deersh Kotapraja Mojokerto Womor 2 tahun
1951 tengsal 27 April 1967 besertn Peraturan per
ubzhonmya dan menetapkan Peraturan Doerah Induk

baru.

MENGINGAT : 1. Undeng-Tmdang Nomor 5 tchun 1974  tentong Pokok

pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undane-indong Momor 17 tahun 1950 tenting Pem -

fentulon Doerah Kota Keeil dalam lingkungan



provinzl  Dacreh  Tdngeat 10 Jows Sl / Jawa
denceh [ Jowa Barat g
3, Undong-Undang Homor 17 Drt. talun 1747 tentang

Torstiran Unun Pajak Duaeroh.

Dengan persetujuan  Dewon Terwakilan ®akyat Docroo  sotosadys

Dacrah Tingkat 11 I'oiokerto.
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RTImE L  TMUM
Pasal 1

Dalam Peraturon Doersh inl yang dimaksud dengon

Pemerintah Daerah, irlnh Pemerintah Kotamadya Doerer Tingkat

11 Mojokerto

¥epala Daerah, iclah Walikotamadyn Kepola Doerah Tinghat I1
Mojokerto ;

Jalan, ialzh jalon voyo, gangs lorong, jalan keell jony khusus
dipergunakan mntuk jolon keki ditepi jalan besor (trotoizr) dan
Jalan laimmyn yong dimiliki/dikuasai nleh Penerint ok Derah
Lapangan, ialah semu lopangen, helowan yang dimilini/dikunsai
nleh Pemerintah Doernh g

Pegnwai yang ditmnjut, islsh pegawai/ pejabat yong diberi

wewenang nleh Kepols Doerah untuk mengurusinya.

L. B I1
TN GHEN s N PJoK

Fasal 2

Diwilayah Kotoondya  Daerah mingkat 11 Mojokorto diadakan

-l

pemungutan pajak atas worong/ hangunan yong herada otou menjulang

keluar diatas jalso otow lapangane



(1)

(2)

(2)

(3)

(2)

(1)

Tosnl %

Wajib pejak adaloh pemilik/kuasa/penyewa/p@nﬁkai9durj_barang/
bagunan

Wajib pajak diwnjibkon membayar pajak menurut ketemtuan -

ketentuan tersebut delam pesal 4 dan 6 Poreturcnr boernh ini.

Pagal 4

Pajak dimaksud pogrl 2 Peraturan Dacrah ini, watul wirang /
bangunan yang term.suk wonstrukel gedung begitn puln alat-
alat penahan sinar antoheri yang dapat digulung, trabchen -
emper, layar dan lain--lein borang yang gejenis dengmn 1tu
vang tidsk termasuk konatruksi gedung don menjulang keluar
dinatas jalan stau lapangon, hesarnya pajak adaleh G 200,--

(dua ratus rupish) eetolun untuk tiszp-tiap meter perseni i

Tuas yang dikennken prjak sepertd dimaksud ayat {1) mpasal
ini ialah sama dengen persegl panjang atau  jajaran senjang
yang mendatar, youg diperoleh dari sudut tfegak lurun yang
dapat dilukiskan nengelilingl prayeksi mendatar dori barang

itu sepanjeng proyeksi itu Jatuh diatas Jalan/lepz NEeIL g

Untuk pintu rumch atou yagar, jendela, lubang - lubong  yang
memckai tutup gunc keluar masuk (luiken) yang kolou dibuka
menjulang kelunr distas jalan atau lapangan, begarnys  pajak
adalah Rpe 400, (empat ratus rupish) setohm untukticp-tiap
pintu, jendela dan lubang-lubang yang memokai tulup (e Kee

luar masuk (luiken).

Posal 5
Takun pajak adaloh tohun penanggalan g

apabila yang berstnglutan menjadi wajib pajak do l?nluertengah
an tahun pajok abau sebogian deri tahun pajok moks besornya

pajak dihitung menvrut jumlabh bulan yang belum berjalmna

a1 IIT
ToMRL YaRal  PaJak

Posal 6

Wajib pajak selambat-lombatnys 3 (tiga) bulan seteloh me -
nerima Surat Ketetepon sudch harus memboyar lunas  pojoinya

pada pegawal yang ditunjuk s



(2) Mereka yang tilal: umonevati kewajiban mesbayar pajak  pada
waktu sebagalimaca Jimlisud ayat (1} pagal ini, welm  Jumlah
pajak yang lLarus dibayar diiamban dengan 10% (sepulub prosen)

dari jumlal pajak vang ditentukan.

LA3B IV
PEMOEBAGAN  PAJAK

Fagal 7

Dibebackan dari pembayaran pajak sebagaimana dimalksnd dalam
Peraturan Dacrah ini ilalah barang/bangunan yang menjuleny diatas
jalan atau lapangan yong didirikan oleh  Pemerintah Doeorch  atau
Instansi/Jawatan Pemerintal leinnya yang ditentukan oleh Kepala

Daerah.

GTAB ¥V
PEMBULUAN DA KETRTAPAN PAJAK

Fosal 5

(1) Kepala Daerah atau perowai yang ditunjuk mengatur den me-
nyelenggarakan pembuiuan dalap regester yang menvebuatkan -
nomor, nami, alomat wojib pajak dan lain =lain sesw.i dengan

ketentuan yana beriaku g

(2) Kepada walib najal diberikan Surat Ketetapan Fajok.

(1) Kepala Daerah berhik membetulkan kesslahan mengenal tuljean

ataw perhitungan yong terdapat dalam regester

(2) Pembetulan kesalalan dimeksud ayat (1) pesal ini apebila -
surat ketetapoan »ajak sudah diberikan kepsda yang bersangkut

an tidak boleh merugikan wajib pajake

BAB VI
KETHETUAN  PYDANA

Pagal 10

Melanggar atou cidek memenuhi ketentuan terscbul dalam
pasal % ayat (2) Percturan Doerah ini dihukum dengan hulumon denda

sebanyak banyaknmya M. £5.000;=e (duapuluh lima ribu rupich) atau
kurungan selama-lameiye % ($iga) bulan dan barang/bangunca dapat

dib ngkar.



Pesal 11

Pengusutan atas pelanggaran Peraturan Daerah Ini oilskukan
jugs oleh Permerintal. Daerah dalam hal ini ialah :Dhinas Telerjaan
Urmarn Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Inspektcrat wileyeh Rota -

madya dan Brgian Peaeriunluhan.

BAB  VII
Tt LIHAN DAY FENUTUP

Papal 12

Haloral yung  belum diatur dalam Perafuran Daeran ini
gepanjang uengenal pelsksenasunya akan diatur lebih lanjut oleh

Kepala Daerain.

Fagal 13

(1) Teraturan Dacrah ini dapat disebut PersturanDaerab Kotanadya
Daerah Tingkat IL Ioiokerto tentang pajak atas baramg}bangun
an yang berada diatag Jalan, lapangan yang dikumsai/dimiliki

rleh Perecintah Keotomodys Daerah Tingkat IT Hejokoewte

(2) Peraturan Daerzh ini mulai berlaku pada hari pertome setelah

diundangkan

(3) Dengan borlakunya Percturan Daerah ini dinyatakan tidal ber-
laku lagi Peraturan Deerah Kotapraje Mojokerto Nomor 9 tahun
1961 tangeal 27 April 1961 tentang memungut Pajak ~tos barang
barang yarg berada diates jalan~jalan urmum dan  lobongan -
lapangen yany dikuesai/dimiliki ~leh Pemerintah Doeranih Kota
rraja Mnjokerto berikut peraturan-peraturan perubdhamiyn texr
akhir Peraturan Drerah Kotamadya Daerah Tingkat IX Flojokerts

Nomor 7 tohun 1977 Cenggal 2% Januvari 1977.

Mojokerto, 20 Desember 1982
DEWAN PERWAKILAN JAKYAT DAFRAH WALTKOTAMADYA KEPLIA DAERAH
KOTAMADYA DAFRAM TIRGKLT I1 MOJORFRTO TINGEKAT IT MOJOKIRTO

Ke tuna,
Cap/ttd. Cap/ tid.

S.EFFENDI H.R. MOCH. SAMIOZDIN, B.A.
NIFP. 510007573
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PENJEBLASADN

AT LS
PERATURAN DeERGHE EORMaDYh DAERAH TINGKAT IT MOJORFELTO
WOMOR 12 TaHUN 1982
TENTANG

PLJF ATAS B&RﬂNG/BANGUNnN YiNG BERADA DIaTid JALAW,
LaPalGAN Y.uIG DIKULSAI/DIMILIKI OLEH
TAMERINTAH KOTWILDY4A DaFRAH TINGKAT IX MOJOKERTO

FEMJBLe i UMUL ¢

Peraturan Daersh Kotaprajm Mojokerto Nomor 9 telun 1961
tengeal 27 April 1961 tentang memungut pajak atas barang--bearang
vuarg berada diatas jolan-jalan wmun den lapangan~lapongan yang
&ikuasai/dimiliki oleh Temerintah Daerch EKotaprajo HMHojokerte
yang “elah empat kali mengalomi perubahan/penambahon den ter-
akhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkaot II Mojo
kerto lNomor 7 tahun 1977 tanggal 25 Januari 1977 ternyata
cekarang balk bentuk, materi maupun redaksinya adalsh sudsh
tidrk sesuai dan tidak mencukupi kebutuhan lagi berhubumg
dengan perkembangan mesgyarakat dan Daerah.

Nleh karena itu maka perlu diadakan perubchan dan
penyempurnaan secars menyeluruh atas Peraturan Daerah dimelesud
dan menetapkan Peraturan Daerah Induk baru.

Dalam Peraturan Daerah inji yang dipakai sebagai dasar/
pedoman adalah Peraturan Daerah Induk yang lama dengen pe -
ngurangan atan penambohan dan penyempurnaan sesusl dengan ke-
butuhan yang diperlukon oleh masyarakat dan Daerah.

Dengan ditetapkannya Persturan Daersh ini diharapkan
akan mudah dan lancer dalam pelaksanaan begi petugas don mudah

dipaheni atau dimengerti oleh wasyarakat.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pagal 1 + Memunt istilah~istilah yang dipaksi dalam
pasal-pasal selanjutnya.

Pasel 2 : Cukup jJelas.

Pasol 3 ¢ Cukup jelas,

Posul 4 ayat (1) : Cukup jelas ;



—

ayat

A3

ayat (3)

pesal 5 ayat (1) :

ayat {

Pasal & ayat (1)

ayat (

Pagal

Pagal B

r2

B

Pasal 9 ayat (1) :

ayat (2)

Pasal 10 sampai
dengan Pasal 13

¢ Dipakoi sebagai cara abtan pedonam wntuk

menghitung besernya pajok atns borang yang
dikenckan pajak ;

Cukup Jelas.

Tohun penanggelan ini adalsh  soma dengan

tohun kalender ;

: Pada prinsipnyc pajak dipungut 1 tashun

penuh, namm bagi mereka yong menjadi wajib
pojak pada pertengah tahun pajole otau se-

bogian tahun pajak maka wajlh rogé ini

tidek dirugikan.

: Brtos waktu pembayaran ini  untuk memudah

kon pemngutan den demi ketertibon pem -

beyaran pajak ;

Tencmbahan Jjumlah pajak seboaoyck 10 %
(sepuluh prosen) ini harue diboyorlen lunes

bersamacn denghn pembayarin pajoluya. s
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan ketentuan yomg ber =
1aku adalah Manual Administrasi Keuangan
Deerah dan Manual Administrosi Pendapatan

Daerah,

Kesalahan -kesalahan dalam regester periuv
segern dibetulkan ;

Pembetulan kesalshan éalam regester tidak
merugikan wajib pajak apabila gurat ke-
tetepan pajak sudah diterima.

Cukup jelas.
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